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ABSTRAK 

Pembimbing : 

I. Dr. H. Arba SH.,M.Hum. 

II. H. Mohammad Saleh SH.,MHum. 

 

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara dokter 

dengan pasien dalam pelayanan konsultasi kesehatan melalui media online serta 

untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter apabila melakukan kelalaian 

dalam memberikan informasi medis kepada pasien melalui transaksi elektronik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian setelah 

dianalisis menunjukan bahwa, Hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan 

pasien melalui media online penerapan hubungan hukumnya tidak sempurna 

dibandingkan  hubungan hukum antara dokter dan pasien secara konvensional, 

Sebagai tenaga profesional seorang dokter bertanggung jawab dalam setiap tindakan 

medis yang diupayakan terhadap pasien. Pertanggungjawaban  hukum yang akan 

diterima oleh dokter tersebut adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

 

Kata Kunci: TanggungJawab Dokter, Informasi medis Online 

ABSTRACT 

LEGAL LIABILITY OF A DOCTOR AGAINST  THEIR NEGLIGENCE 

WHEN GIVING MEDICAL INFORMATION TO PATIENCE THROUGH 

ONLINE MEDIA 

This research has purposes to discover the legal relation between doctor 

and patience on the medical consultation services through online media and to 

find out the legal liability of a doctor when they are doing negligence when giving 

medical information to some patience through electronic transaction. This 

research is using normative research. The results of this study is showing  that the 

legal relations between doctors and patience through online media on  their 

implication is not running well if we tried to compared with the conventional legal 

relations between doctors and patience. As the professional, a doctors have 

responsible for everything medical treatment that they did to patience. The Legal 

liability must be accepted by doctors which is according to the laws      

 

Keywords: Legal liability doctors, medical information online 
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I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana 

kesehatan yang semakin canggih, banyak disediakan sarana dan 

prasarana kesehatan yang berstandar nasional bahkan international. 

Belakangan ini juga berkembang penyediaan pelayanan kesehatan melalui 

media online mulai dari dokter yang membuka konsultasi medis online 

secara individu bahkan ada yang membuka praktik pelayanan kesehatan 

dalam bentuk klinik online. Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa 

profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin 

berkembang pula.  

Munculnya kasus-kasus dalam bidang kesehatan menimbulkan 

indikasi bahwa kesadaran masyarakat semakin memingkat. Semakin sadar 

mayarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan 

kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar 

hukum memainkan perannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang 

menyebabkan mayarakat (pasien) tidak mau begitu saja menerima cara 

pengobatan yang dilakukan sebelumnya' pasien ingin mengetahui 

bagaimana terapi medis dilakukan, bagaimana efektifitas saran yang 

diarahkan dan bagaimana bekerjannya obat yang diberikan, serta 

bagaimana harus bertindak sesuai dengan hal dan  kepentingannya 

apabila mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau 
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kelalaian dokter.
1
 

Dalam menjalankan praktik kedokteran seorang dokter harus memenuhi 

berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Seorang tidak dibenarkan melakukan tindakan pelayanan kesehatan 

apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman 

yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:  1) Bagaimana 

hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang melakukan konsultasi 

medis melalui media online. 2) Bagaimana tanggung jawab hukum dokter 

terhadap kelalaian memberikan informasi medis kepada pasien melalui media 

online. 

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui: 1) Hubungan hukum antara 

dokter dengan pasien dalam pelayanan konsultasi kesehatan melalui media 

online. 2) Tanggung jawab hukum dokter apabila melakukan kelalaian dalam 

memberikan informasi medis kepada pasien melalui transaksi elektronik. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang 

tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan konsultasi kesehatan melalui 

media online bagi peneliti selanjutnya. 2) Sebagai sumbangan keilmuan bagi 

wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang tanggung jawab 

hukum dokter dalam kelalaian memberikan informasi kepada pasien melalui 

                                                           
1
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT. Aneka 

Cipta, Jakarta, 2005.Hal 4  
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media online. 

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Jenis Penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan 

menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-

undangan, literature-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 2) Metode Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah : a) Pendekatan Perundang-undangan (statue 

Approach). b) Pendekatan Konseptual (konceptual Approach).  3) Sumber 

bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan yaitu yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum 

lainya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di angkat oleh 

peneliti. 4) Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti 

dalam penyusunan penelitian ini adalah: a) Bahan hukum primer, b) Bahan 

hukum sakunder, c) Bahan hukum tersier. 5) Tekhnik pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu tekhnik pengumpulan 

bahan hukum dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang 

terdiri dari peraturan Perundang-Undangan , literatur-literatur serta pendapat 

para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.  6) 

Analisis bahan hukum,  metode analisis yang digunakan adalah analisi 

kualitatif yaitu bahan hukum yang disusun dan disajikan berupa rankaian 

kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan 

pada masalah yang diteliti. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Yang Melakukan  

Konsultasi  Medis  Melalui  Media  Online. 

 

Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang 

menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu 

terjadi karena beberapa sebab, antara lain adalah karena pasien sendiri 

yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang 

dideritanya.
2
 Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum 

antara pasien dan dokter adalah karena keadaan pasien yang sangat 

mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya 

karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena 

adannya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, 

sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui 

dengan pasti kehendak pasien.
3
 

Di dalam penjelaan umum Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran khusunya pada alinea kelima dikaitkan dengan 

hubungan antara dokter dengan pasien dapat dilihat sebagai berikut: 

"Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter 

gigi, maraknya tuntutan hukum yang di anjukan masyarakat dewasa 

ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan 

yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi". 

 

Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui 

                                                           
2
 Bahder  Johan Nasution, Op. Cit..hal.28  

3
Ibid,hal 29  
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suatu perjanjian atau kontrak. Di mulai dengan Tanya jawab (anamnesis) 

antara dokter dengan pasien, kemudian diikutin oleh pemeriksaan fisik, 

akhirnya dokter menegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat 

merupakan suatu 'working diagnosis' atau diagnois sementara bisa juga 

diagnois yang definitif.
4
 

Berbeda dengan perjanjian konvensional dalam perjanjian yang 

terjadi melalui media online yaitu dalam kegiatan bisnis perdagangan 

barang atau jasa secara elektronik seperti pada umumnya berbentuk 

kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak melalui sistem elektronik diinana para pihak tidak saling 

bertemu secara langsung. 

Menurut penjelasan umum Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal I ketentuan umum angka 17 

dinyatakan bahwa: 

 

“Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

Sistem Elektronik.” 

 

Kontrak elekronik menggunakan data digital sebagi pengganti 

kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efesiensi yang sangat 

besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui 

jaringan internet. Didalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu 

bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama 

                                                           
4
 Dhanny Wiradharma. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. (Binarupa Aksara, 

Jakarta Barat 1995), ha142 



ix 
 

sekali.
5
 

Dalam hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien melalui 

media online tidak sesempurna hubungan hukum yang terjalin antara 

dokter dan pasien secara konvensional, karena dalam pelayanan kesehatan 

melalui media online hubungan hukum yang terjalin hanya karena adanya 

penyampaian informasi medis seperti diagnosis, terapi dan kemungkinan 

alternatif terapi lain, cara kerja dan pengalaman dokter yang 

melakukannya, resiko, keuntungan terapi prognosa dan lain sebagainya. 

Tidak sama dengan pelayanan kesehatan kovensional yang selain 

memberikan informasi medis juga melakukan pemeriksaan fisik.
6
 

 

B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap  Kelalaian  Dalam Memberikan  

Informasi medis  Kepada  Pasien. Melalui  Media  Online. 

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi 

menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian 

dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability 

without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang 

dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab 

resiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).
7
 Prinsip dasar 

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa 

                                                           
5
 Cita Yustisia Serfiani dkk. Buku Pintar bisnis Online dan Transaksi Elektronik. 

Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013. Hal 99. 
6
Sehat Online, http//: e-medis .blogspot.co.id.-/2013/12/-diagnosis-penyakit-dan-cara 

diagnosis. html, diakses pada hari Juniat tanggal 20-01-2017 pukul 15.00 WITA 
7
 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, hlm 48.  
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seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan 

karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko 

adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan 

produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.
8
 

2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Hukum Dokter 

Menurut C. Berkhouwer dan L.D Vorstam, suatu kesalahan dalam 

melakukan profesi bisa terjadi karena adanya 3 faktor:
9
 

 

1. Kurangnya pengetahuan 

2. Kurangnya pengalaman, dan  

3. Kurangnya pengertian 

Jika ditinjau dari segi etika profesi, dengan memilih profesi dibidang 

kesehatan saja, berarti sudah disyaratkan adanya kecermatan yang tinggi, 

demikian juga dengan berbagai ketentuan khusus yang berlaku bagi 

seorang dokter. Berarti dengan tidak memenuhi peraturan itu saja sudah 

dianggap telah berbuat kesalahan.
10

 Dilihat dari segi hukum, kesalahan yang 

diperbuat oleh seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek 

hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi Negara. Ketiga 

aspek hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, untuk dapat 

menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan, 

penilaiannya harus beranjak dari transaksi terapeutik, kemudian baru dilihat 

dari ketiga aspek hukum tersebut.
11

 

 

Selain dari aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum 

administrasi Negara, tanggung jawab hukum dokter secara spesifik 

                                                           
8
 Ibid, hal 49 

9
 Bahder, johan Nasution, Op-cit hal 50 

10
 Ibid, Ha161  

11
 Ibid, Ha162 
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dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

tanggung jawab hukum menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran.
12

 

a. Tanggung Jawab Hukum Dokter menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 

Sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan pasien dapat 

dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter). Sementara 

itu, dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa, 

yaitu jasa dalam pelayanan kesehatan.
13

 

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, kerugian yang diderita pasien akibat tindakan medis yang 

dilakukan oleh dokter dapat dituntut berupa sejumlah ganti rugi.
14

 

Ganti kerugian yang dapat diminta oleh pasien menurut Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Dari aspek hukum ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi berupa ganti 

kerugian merupakan sanksi di bidang hukum perdata. Dengan 

                                                           
12

 Endang Kusumah Astuti, Hubazngan Hukum Antara 17oktober Dan Pasien Dalam Upaya 

Pelayatuzn Medis. Semarang 2003, hal 16 
13

 Ibid, hal 16 
14

 Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga  Rampai  Hukum Kedokteran, Bayu MediaPublishing, 
Malang 2007, Hal 72 
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demikian, jika diselesaikan menurut jalur hukum, maka mekanisme 

penyelesaiannya juga menurut hukum perdata.  

b. Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut Undang-Undang Praktik 

Kedokteran 

Dalam Pasal 85 Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa: 

1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau 

kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan 

tindakan disiplin. 

2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga 

Kesehatan. 

3. Ketentuan meugenai pembentukan, tugas, dan tata kerja Majelis 

Disiplin 

Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan presiden. 

Pasal 63 Undang-Undang Praktik Kedokteran menentukan bahwa 

pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih 

dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota. Tugas Majelis Kehormatan 

Disiplin Kedokteran Indonesia ditentukan dalam Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai 

berikut: 

1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus 

pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. 

2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran 

disiplin dokter atau dokter gigi. 

 

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang 

Nornor 29 Tahim 2004 tentang Praktik Kedokteran, apabila terjadi 

kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka 
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pengaduan diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia. Pengaduan berhubungan dengan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas dokter ditentukan dalam Pasal 66 ayat I Undang-

Undang Praktik Kedoktreran yang menyatakan bahwa: 

"setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya 

dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam 

menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara 

tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia". 

 

Selain dapat mengadukan kerugian yang diderita oleh 

pasien kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, 

pasien yang dirugikan atas kesalahan pelayanan dokter juga dapat 

melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang 

berwenang dan/atau menggugat keinginan secara perdata ke 

pengadilan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut Undang-

Undang Praktik Kedokteran berhubungan dengan kesalahan pelayanan 

kesehatan yang dilakukan dokter terhadap pasien adalah sebagai 

berikut:
15 

1. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang, yaitu orang 

yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya 

dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang 

menjalankan praktik kedokteran, termaksud korporasi yang 

dirugikan kepentigannya. 

2. Pengaduan ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia secara tertulis, namun apabila pihak 

pengadu tidak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis 

maka pengaduan dapat dilakukan secara lisan. 

3. Pengajuan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan 

hukum secara pidana maupun digugat secara perdata ke 

                                                           
15

 Ibid, hal 76 
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pengadilan. 

 

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaian memberikkan Informasi 

Medis Kepada Pasien 

Seorang dokter perlu berhati-hati dalam memberikan saran 

pengobatan terhadap pasien yang ditanganinya. Hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 menyatakan bahwa: 

"Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib 

memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif ), baik fisik maupun psikososial-

kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi 

sejati masyarakat." 

 

Dalam hal yang dimaksud pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia 

seorang dokter berkewajiban untuk berusaha memberikan pelayanan 

kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien supaya seorang dokter tetap 

menjadi petugas kesehatan yang benar-benar memahami tentang konsep 

penyakit dan perlu lebih aktif untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk berperilaku 

hidup sehat dan mengatasi penyakit yang dideritanya. 

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: 

"Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya". 

 

Meski dalam transaksi elektronik terdapat penyelenggara sistem 

elektronik yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem 
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elektronik, pengguna jasa transaksi elektronik seperti dokter dan pasien 

yang melakukan konsultasi medis melalui media online apabila melakukan 

kelalaian dalam melakukan transaksi elektronik tetap bertanggungjawab atas 

kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu : 

"Penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan sistem elektroniknya". 

 

Kata “Bertanggung Jawab” pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai arti 

bahwa ada subyek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap 

penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.  

Dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik dijelaskan lebih lanjut bahwa: 

“Penyelenggaraan Transaksi Elektroik adalah rangkaian kegiatan 

transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima 

dengan menggunakan Sistem Elektronik”. 

 

Seorang dokter yang membuka konsultasi kesehatan melalui media 

online dari yang hanya memberikan pelayanan dalam bentuk advice atau 

nasihat hingga yang menyediakan pelayanan konsultasi melalui media 

telfon atau interaksi langsung melalui situs website harus memberikan 

informasi kesehatan yang sebenar-benarnya kepada pasien atau dengan kata 

lain seorang dokter atau pengguna sistem elektronik tidak boleh 

menyebarkan infomasi atau berita bohong yang dapat merugikan konsumen 

atau pasien. 
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III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Bedasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:  1) 

Hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien melalui media 

online penerapan hubungan hukumnya tidak sempurna dibandingkan 

hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien secara 

konvensional, karena dalam pelayanan kesehatan melalui media online 

hubungan hukum yang terjalin hanya karena adanya penyampaian 

informasi medis seperti diagnosis, terapi dan kemungkinan alternatif terapi 

lain, cara kerja dan pengalarnan dokter yang melakukannya, risiko, 

keuntungan terapi prognosa dan lain sebagainya. 2) Tanggung jawab 

hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang 

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan 

suatu perbuatan. Sebagai tenaga profesional seorang dokter bertanggtung 

jawab dalam setiap tindakan medis yang diupayakan terhadap pasien. 

Dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan 

praktiknya harus bisa mempertangungjawabkan kelalaian atau kesalahan 

yang dilakukannya. Pertanggungjawaban  hukum yang akan diterima oleh 

dokter tersebut adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  

B. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan 

pembahasan tersebut adalah : 1) Pasien yang melakukan konsultasi melalui 

media online perlu menjadi pasien cerdas yang pandai menyaring informasi 
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medis yang disediakan dokter melalui transaksi elektronik dengan tidak hanya 

berpedoman pada infonnasi yang diberikan dan bila perlu pasien harus 

meminta secon opinion dari dokter konvensional untuk mendapatkan 

informasi medis yang lebih akurat. 2) Dokter yang membuka prakik 

konsultasi medis melalui media online diperlukan ketelitian dalam 

melaksanakan prakrtik dan hendaknya memberikan infonnasi medis yang 

sebenar-benarnya kepada pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. 3) Perlu segera dibuat peraturan tambahan pengenai praktik 

konsultasi medis yang dilakukan oleh dokter melalui media online agar 

para pihak yang melakukan konsultasi medis melalui transaksi elektronik 

bisa lebih jelas dalam aspek perlindungan dan pertanggungjawaban 

hukumnya. 
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